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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelayanan administrasi
penanaman modal daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan
kemandirian daerah sebagai daerah otonom;

bahwa penanaman modal daerah merupakan upaya daerah untuk
mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka
pembangunan perekonomian daerah untuk menciptakan dan perluasan
lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa penanaman modal daerah dilakukan secara terencana dan
sistimatis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan adat
istiadat masyarakat lokal berdasarkan kondisi khusus dan ciri khas
daerah;

. bahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah dan

dapat mendorong penanam modal untuk menanamkan modalnya
didaerah perlu diciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif
melalui pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal Daerabh;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3872);

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang
Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1993 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang fasilitas pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daeah-Daerah Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata CaraPelaksanaanKerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4765);



13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomorl4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal;

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

17.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Pemberian
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

19.Peraturan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan
Penyelenggaraan dan Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal,

20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;

21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun
2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman;

22.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronika;

23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pemerintah

Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah
negara Republik Indonesia.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

10.Penanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
daerah Provinsi Sulawesi Tengabh.

12.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

13.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman
modal di wilayah negara Republik Indonesia.

14.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh
penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

15.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia,
perseorangan warga negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

16.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

17.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam
satu tempat.

18.Proses Fasilitasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal didaerah, baik berupa pemberian
kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang
menunjang proses penanaman modal.

19.Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau
penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang
disetujui dan/atau menambabh jenis produksi barang dan/atau jasa.

20.1zin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal
sebelumnya.

21.Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas
perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam
persetujuan penanaman modal sebelumnya.

22.1zin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan
kegiatan produksi komersial, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai
pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh
perusahaan.

23.Masyarakat Lokal adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh dan menjujung
tinggi adat istiadatnya yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
kepastian Hukum;
keterbukaan;
akuntabilitas;
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara
penanaman modal,
kebersamaan;
efisiensi berkeadilan;
berkelanjutan;
berwawasan lingkungan;
kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2) Penanaman modal daerah bertujuan untuk :
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
menciptakan lapangan kerja;
meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
meningkatkan daya saing usaha di daerah;
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
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BAB |l
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk
penguatan daya saing perekonomian daerah;

b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah; dan

c. memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat lokal berdasarkan
adat istiadatnya;

(2) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah senantiasa :

a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan
kepentingan daerah;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses
pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;

c. mempromosikan potensi-potensi sumber daya daerah dalam bidang penanaman modal
sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya; dan

d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

(3) Kebijakan dasar penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis
Penanaman Modal Daerabh.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana
Strategis Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan
dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal kabupaten/kota yang dikoordinasikan dengan pemerintah.



